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MOTTO 

 

 

Don’t be afraid, for I am with you! 

Don’t be frightened, for I am Your God! 

I strengthen you, yes, I help you, 

yes, I uphold you with my saving right hand.. 

 

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, 

janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; 

Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; 

Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku  

yang membawa kemenangan”
1
 

Yesaya 41:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Yesaya 41 : 10, ALKITAB 
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RINGKASAN 

 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan lahir dari sebuah urgensi yang menyatakan bahwa Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1985 sudah tidak lagi relevan dengan pertumbuhan dan 

dinamika ormas yang semakin kompleks dan modern. 

Berangkat dari jiwa konstitusi yakni untuk melindungi kebebasan atas 

berserikat, UU Ormas yang baru lahir dengan beberapa perubahan yang memang 

lebih relevan dengan kehidupan ormas saat ini jika dibandingkan dengan UU 

Ormas yang lama. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal yang semula 

tidak diatur dalam UU Ormas yang lama, muncul di batang tubuh UU Ormas yang 

baru. Akan tetapi, dalam melindungi hak atas kebebasan berserikat, tentu sebuah 

undang-undang harus mencermati pembatasan yang telah diatur dalam instrument 

Hak Asasi Manusia baik itu instrument HAM nasional maupun Instrumen HAM 

Internasional sehingga tidak ada pelanggaran atau pengurangan kebebasan 

berserikat dalam UU yang akan disahkan.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis untuk 

meneliti tentang perlindungan hukum hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, 

dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin oleh Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi 

dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI 

MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN”. 

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah perlindungan 

hukum terhadap hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat yang telah dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan apakah Negara atau pemerintah dapat melindungi hak 

asasi manusia dari tindakan anarkis. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana perlindungan hukum hak atas kebebasan berserikat yang telah dijamin 

oleh konstitusi dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
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Kemasyarakatan serta upaya negara atau pemerintah dalam melindungi hak asasi 

manusia dari tindakan organisasi masyarakat yang anarkis. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis 

normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach).. Bahan hukum yang digunakan adalah UUD 

NRI 1945, UU HAM, UU ORMAS, kamus hukum, literature dan internet. 

Analisis yang diigunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. 

Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu 

menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat 

khusus sehingga diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang 

seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait 

UU Ormas yang baru masih memiliki kelemahan terkait dengan 

pembatasan Hak atas kebebasan berserikat yang alasannya tidak sesuai dengan 

instrumen HAM baik nasional maupun internasional, serta upaya negara telah 

cukup efektif dalam mencegah tindakan ormas yang bersifat anarkis dengan 

memberlakukan penjatuhan sanksi administrative secara bertahap dan 

menghukum tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota kepengurusan ormas 

sesuai dengan KUHP. 

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Notaris badan 

legislative seharusnya mampu bertindak lebih cermat dan hati-hati dalam 

merumuskan pasal-pasal dalam batang tubuh sebuah undang-undang sehingga 

tidak mengacaukan system hukum yang telah ada dan menyalahi ketentuan 

konstitusi. Selain itu, dalam penjatuhan sanksi ormas sebaiknya seluruh 

kewenangan pemerintah dalam melakukan penghentian sementara seluruhnya 

diserahkan pada lembaga peradilan sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat lebih 

obyektif. 
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